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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/MENKES/PER/I/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan
preventif perlu menetapkan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;

b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 perlu
disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan
mekanisme penyaluran bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010– 2014;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN.

Pasal 1

Pengaturan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan bertujuan untuk
memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan
Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka:

a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat
melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan
pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan
Millennium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015;

b. meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif;
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c. tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif dan preventif bagi masyarakat; dan

d. terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
494/Menkes/SK/IV/2010 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, kesehatan merupakan hak

azasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu

diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud

masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa

negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan

Puskesmas dan jaringannya.

Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang

bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata.

Sampai bulan Desember 2010 terdapat 8.967 Puskesmas dengan 22.273 Pustu serta

32.887 Poskesdes dan 266.827 Posyandu. Ke depan berbagai fasilitas pelayanan

kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah, pemerataan, dan

kualitasnya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas

dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah

kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan

kesehatan. Beberapa pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya

operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama, tidak sedikit pula

pemerintah daerah yang masih sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya

operasional Puskesmas di daerahnya. Sementara itu, masih terjadi disparitas antar

berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah,

antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial

lainnya.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah

maupun pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan

kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah lagi dengan

diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai

kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah

dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya

dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan

kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada

pemerintah daerah. Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang

kesehatan juga mengemban amanat untuk mencapai target tersebut sehingga
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